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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi niat whistleblowing.
Penelitian ini menggunakan model graham yang terdiri dari masalah keseriusan, tanggung jawab pribadi, dan
biaya pribadi untuk mengusulkan model teoritis untuk menjelaskan niat karyawan akuntansi untuk melakukan
whistleblowing. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer
berupa kuesioner dengan populasi penelitian adalah pegawai akuntansi di beberapa bank BPR di Kabupaten
Sleman. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dengan 61 responden. Metode analisis yang
digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk
memverifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) Persepsi masalah keseriusan tidak mempengaruhi niat whistleblowing; itu dibuktikan
dengan nilai signifikansi 0,505. (2) Persepsi tanggung jawab pribadi memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap niat whistleblowing, dan itu dikonfirmasi oleh koefisien 0,054 dan nilai signifikansi 0,003. (3) Persepsi
biaya pribadi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap niat whistleblowing; itu dibuktikan dengan nilai
koefisien -0,377 dan nilai signifikansi 0,004.

Kata kunci: Minat, Modle Graham, Whistleblowing

Abstract

This research was aims to examine the effect of factors that influence the whistleblowing intentions. This
research used a graham model which consists of problem seriousness, personal responsibility, and personal
costs to propose a theoretical model to explain the intention of accounting employees to do whistleblowing.This
research was a quantitative approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with the
research population was the employees of accounting at several BPR banks in Sleman district. This research
uses a convenience sampling technique with 61 respondents. The analytical method used was Structural
Equation Modeling (SEM) using Partial Least Square (PLS) to verify the factors that influence the intention to
do whistleblowing. Results of this research show that: (1) Perception of the problem seriousness did not affect
the whistleblowing intention; it is proved by the significance value 0.505. (2) Perception of personal
responsibility has a significant positive effect on whistleblowing intentions, and it is confirmed by the coefficient
0.054 and the significance value 0.003. (3) Perception of personal cost has a significant negative effect on
whistleblowing intentions; it is proved by the coefficient value of -0.387 and the significance value of 0.004.
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1. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbagai macam kasus kecurangan akuntansi yang terjadi saat ini seperti skandal Garuda
Indonesia, Jiwasraya, SNP Finance, British Telecomm menjadi peringatan profesi akuntan
mengalami krisis. Berbagai macam skandal tersebut terkait erat dengan etika akuntan
profesional. Masalah etika dalam akuntansi menyangkut masalah kepercayaan masyarakat
terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan. Kepercayaan publik
akan hilang dengan adanya praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh akuntan baik
akuntan publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan. Akuntansi dan praktik
pengauditan berkontribusi besar dalam pelanggaran yang terjadi di perusahaan (Liyanarachchi
dan Adler, 2011) sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
profesionalisme dan perilaku etis profesi akuntan semakin menurun.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya terkait pencegahan kecurangan
akuntansi, adalah dengan melakukan whistleblowing (Merdikawati, 2012). Whistleblowing
adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai
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pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar
organisasi (Khan, 2009). Whistleblowing sering kali dikaitkan dengan profesi akuntan,
mengingat sebagai seorang akuntan seharusnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan
kecurangan yang ada walaupun harus menghadapi berbagai risiko. Whistleblowing harus
menjadi bagian dari budaya organisasi yang sehat. Oleh karena itu pendidikan tentang etika
profesi akuntan seharusnya dimulai sejak perguruan tinggi sebagai pencetak akuntan
profesional. Namun sayangnya riset tentang whistleblowing dengan sampel mahasiswa
menunjukkan hasil bahwa profesi norma subyektif, sikap pada perilaku dan persepsi kontrol
perilaku tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (whistleblowing)
(Ristiyana, 2014). Seorang akuntan yang memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan etika profesi akan menghindari tindakan pelanggaran atau perbuatan ilegal. Akuntan
profesional yang mengetahui bahwa suatu tindakan yang terjadi di dalam organisasi tidak
sesuai etika pasti akan mendukung pelaporan perbuatan illegal atau pelanggaran etika
(whistleblowing) di lingkungan organisasi tersebut. Secara umum, seseorang yang melakukan
tindakan whistleblowing disebut dengan whistleblower. Tindakan yang dilakukan oleh
whistleblower tersebut sebenarnya dapat menguntungkan organisasi, Yyaitu dengan
menyelamatkan reputasi atau nama baik organisasi tersebut dan juga menghindari terjadinya
peristiwa lain yang berdampak lebih buruk bagi organisasi.

Menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang mudah. Seorang whistleblower
membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang
whistleblower tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan terror dari oknum-oknum yang
tidak menyukai keberadaaanya (Sulistomo, 2011). Cythia Cooper, Sherron Watkins dan
Coleen Rowley adalah beberapa nama whistleblower terkenal yang mendapatkan penghargaan
atas usaha keras mereka dalam mengungkapkan kecurangan dalam organisasi mereka (Near &
Miceli, 1985). Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang tinggi
demi mengungkapkan kecurangan perusahaan tempat mereka bekerja sebelum adanya
peraturan “Sarbanes Oxley Act”, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk
memberikan perlindungannya kepada whistleblower.

Selain di dunia internasional, kasus yang melibatkan whistleblower juga terjadi di
Indonesia. Kasus besar yang membawa nama mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal
(BARESKRIM) vyaitu Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Susno Duaji. Susno menjadi
seorang whistleblower dalam pengungkapan terjadinya skandal rekayasa perkara pembebasan
Gayus Tambunan yang terjerat kasus korupsi dan pencucian uang di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak. Upaya pelaporan internal yang dilakukan Susno ke atasan dan koleganya tidak
membuahkan hasil yang memuaskan sehingga mendorong Susno untuk melakukan
whistleblowing ke luar organisasi yakni ke media massa dan Satgas Pemberantasan Mafia
Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Kasus yang mengangkat
whistleblower juga terjadi di kalangan pemerintahan Negara Indonesia. Seperti kasus yang
melibatkan mantan Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI yaitu Muhammad Nazaruddin
pada tahun 2011. Nazar terlibat dalam kasus korupsi Proyek pembangunan Pusat Pendidikan,
Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan
kemudian kemudian ditangkap oleh KPK karena terbukti menerima dan membagi-bagikan
uang untuk melancarkan proyek Hambalang (Fachrul Khairuddin, 2011). Nazar
mengungkapkan berbagai aktifitas korupsi yang melibatkan kalangan politik seperti Menpora,
Ketua Umum Partai Demokrat, serta para Anggota DPR RI pada saat itu. Tanpa informasi
yang memadai laporan pelanggaran akan sulit untuk ditindaklanjuti (KNKG, 2008).

Meskipun kasus whistleblowing mulai terbuka di Indonesia, namun masih ditemukan
beberapa hal yang menjadi hambatan berkembangnya budaya whistlebowing. Hambatan atau
masalah tersebut terkait dengan perlindungan saksi dan korban sebagai pengungkap fakta
(whistleblower) di Indonesia. Pertama, belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin
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perlindungan terhadap whistleblower, undang-undang yang ada masih bersifat umum
terhadap saksi, pelapor dan korban. Kalau pun ada hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah
Agung RI (“SEMA”) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di
dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan
HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi
Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Kedua, belum adanya pemahaman dan
perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap
whistlebower, kesepakatan bersamahanya di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat
bawah maupun daerah. Ketiga, belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap
whistleblower. Hal ini karena Hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hokum
terhadap status seseorang sebagai whistleblower. Ini juga disebabkan SEMA sifatnya tidak
punya kekuatan hukum mengikat.

Sejumlah penelitian mengenai intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing telah
dilakukan baik di luar maupun dalam negeri. Shawver (2011) melakukan penelitian mengenai
intensi melakukan whistleblowing pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan,
manajemen, analis, konsultan dan internal auditor melalui faktor-faktor penentu pengambilan
keputusan moral. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah identifikasi masalah etika, alasan
untuk membuat pertimbangan moral dan motivasi seseorang untuk memilih melakukan
tindakan whistleblowing. Schultz et al. (1993) dan Kaplan dan Whitecotton (2001) telah
menguji pengaruh tiga komponen dari Graham (1986) terhadap niat whistleblowing. Schultz
et al. (1993) menyelidiki tanggapan manajer dan staf profesional di Perancis, Norwegia, dan
Amerika terhadap enam situasi whistleblowing tentang penilaian tindakan tidak etis atasan
dengan pendekatan model Graham (1986). Subjek dari tiga negara berbeda pada indeks jarak
kekuasaan Hofstede dan penghindaran ketidakpastian. Subjek Prancis mendapat skor lebih
tinggi pada jarak daya dan penghindaran ketidakpastian dibandingkan Norwegia dan
Amerika. Hasil menunjukkan bahwa model Graham berguna dalam memahami
kecenderungan pelaporan. Subjek Norwegia mengandalkan persepsi keseriusan masalah,
atribusi tanggung jawab pribadi, dan biaya pribadi yang dirasakan ketika memutuskan apakah
akan melaporkan tindakan yang tidak etis. Subjek Amerika mengandalkan tanggung jawab
pribadi dan biaya ketika melaporkan (Schultz, 1993). Model Graham (1986) memberikan
penjelasan tentang perilaku pelaporan individu dan telah terbukti bermanfaat dalam
memahami kecenderungan pengaduan individu (misalnya Schultz, Johnson, Morris, &
Dyrnes, 1993; Kaplan & Whitecotton, 2001). Model Graham (1986) menunjukkan jalur
keputusan individu untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis
didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar keadilan, kejujuran atau ekonomi
(Schultz, et al., 1993). Model Graham memprediksi bahwa kemungkinan melaporkan perilaku
tidak etis dalam suatu organisasi meningkat dengan persepsi pengamat tentang keseriusan
ketidakteraturan dan atribusi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan, dan berkurang
dengan biaya pribadi yang dirasakan (Graham, 1986). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi hal-hal apasaja yang dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan
whistleblowing. Penelitian ini juga menggunakan model Graham (1986).

2. LITERATUR REVIU DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Whistleblowing

Whistleblowing merupakan suatu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi
atas suatu praktik illegal, tidak bermoral, atau organisasi yang dapat menimbulkan efek
tindakan perbaikan (Near dan Miceli, 1985). Park dan Blenkisopp (2009) menyatakan bahwa
terdapat berbagai cara bagi individu untuk melakukan whistleblowing. Lebih lanjut penelitian
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tersebut mengungkapkan tentang tipologi whistleblowing yang didasarkan pada tiga dimensi,
yaitu formal atau informal, teridentifikasi atau anonym, dan internal atau eksternal. Gobert
dan Punch (2000) mengartikan pelapor kecurangan (whistleblower) sebagai individu dalam
sebuah organisasi yang mengungkap informasi negatif tentang organisasi, praktik-praktik
organisasi atau personel-personel organisasi. Seorang whistleblower memiliki empat
karakteristik, yang pertama, whistleblower adalah karyawan atau mantan karyawan
organisasi, dimana tempat karyawan tersebut bekerja melakukan pelanggaran. Kedua,
whistleblower tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menghentikan pelanggaran
yang berada dibawah kendalinya. Ketiga, whistleblower diperbolehkan membuat atau tidak
diperbolenkan membuat laporan. Keempat, whistleblower tidak memegang posisi yang
mensyaratkan untuk melakukan pelaporan pelanggaran (Near dan Miceli, 1985).

Di Indonesia, istilah whistleblower seringkali disamakam dengan istilah saksi, tetapi saksi
dan whistleblower berbeda. Untuk dijadikan sebagai whistleblower saksi tersebut setidaknya
memiliki dua kriteria mandasar (Semendawai & Abdul Haris, 2011). Pertama, whistleblower
menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau publik yang
diharapkan agar tindakan tidak etis tersebut dapat dibongkar. Kedua, seorang whistleblower
merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran kejahatan yang
terjadi ditempatnya bekerja. Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar
mengetahui dugaan suatu tindakan tidak etis dalam sebuah kelompok baik di pemerintahan,
perusahaan, maupun institusi publik lainya.

Peraturan tentang whistleblowing dirumuskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006,
Pasal 10 Ayat (2) yang menjamin tentang keamanan dan perlindungan hukum, perlindungan
saksi dan pelapor dari ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga dan harta benda. Pada
perumusan undang-undang tersebut, whistleblower hanya dianggap sebagai saksi. Hal ini
membuktikan bahwa memang belum ada peraturan yang secara hukum merumuskan tentang
whistleblowing. Mahkamah Agung membuat suatu keputusan yang membahas whistleblowing
secara khusus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011,
whistleblower merupakan saksi pelapor yang mana individu tersebut adalah pihak yang
mengetahui secara langsung tindakan pidana tertentu dan melaporkan tindakan tersebut.
Menteri Hukum dan HAM, jaksa Agung, kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) membuat peraturan bersama bersama mengenai whistleblower.
Peraturan bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan
saksi pelaku bekerjasama.

2.2 Niat (Intention)

Niat (intention) adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam
diri setiap individu. Ada beberapa definisi niat yang dikemukakan oleh beberapa ahli,
diantaranya adalah pernyataan Ajzen (1991) sebagai berikut:

“We have defined intention as a person location on a subjective probability dimension
involving a relation between himself and some action. Behavioral intention, therefore, refers
to a person’s subjective probability that he will perform some behavior.”

Ajzen (1991) mengartikan intensi sebagai disposisi tingkah laku yang hingga terdapat
waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Sejalan dengan
definisi tersebut, Feldman (1995) menyatakan intensi adalah rencana atau resolusi individu
untuk melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan sikap mereka. Intensi akan terwujud
dalam perilaku yang sebenarnya, jika individu mempunyai kesempatan yang baik dan waktu
yang tepat untuk merealisasikannya. Selain itu, intensi tersebut akan dapat memprediksi
tingkah laku jika diukur dengan tepat. Niat erat hubungannya dengan motivasi seseorang
untuk melakukan suatu tindakan. Jika tindakan tersebut dilakukan terus menerus oleh
seseorang maka akan dapat menciptakan suatu pribadi dengan perilaku yang dilakukannya
secara terus menerus tersebut.
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2.3 Graham’s Model of Principled Organizational Dissent

Model Graham (1986) memberikan penjelasan tentang perilaku pelaporan individu dan
telah terbukti bermanfaat dalam memahami kecenderungan pengaduan individu (misalnya
Schultzet al, 1993; Kaplan & Whitecotton, 2001). Model Graham (1986) menunjukkan jalur
keputusan individu untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis
didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar keadilan, kejujuran atau ekonomi
(Schultz, et al., 1993). Model Graham memprediksi bahwa kemungkinan melaporkan perilaku
tidak etis dalam suatu organisasi meningkat dengan persepsi pengamat tentang keseriusan
masalah dan atribusi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan, serta berkurang dengan biaya
pribadi yang dirasakan (Graham, 1986).

PERCEIVED SERIOUSNESS

PERSONAL

RESPONSIBILITY FOR > W’jﬁ;ﬁﬁiﬁgﬂ’ NG
REPORTING

PERSONAL COST OF
REPORTING

Gambar 1. Graham’s Model of Principled Organizational Dissent
Sumber : Graham (1986)

a) Perceived Seriousness

Komponen pertama dari model Graham (1986) adalah persepsi keseriusan masalah.
Keseriusan masalah dapat diukur dengan beberapa cara; misalnya dampak moneter, ancaman
untuk menyebabkan kerugian, hasil negatif dan, frekuensi terjadinya kesalahan (Graham,
1986). Jumlah orang lain yang dianggap mengetahui tentang masalah ini cenderung
mengurangi keseriusan masalah yang dirasakan (Graham, 1986). Selain itu, beberapa orang
secara sistematis melebih-lebihkan bukti objektif dibandingkan dengan pengamat lain, dan
efeknya cenderung meningkatkan keseriusan masalah yang dirasakan (Graham, 1986, hal.
39). Hooks, Kaplan, Schultz, dan Ponemon (1994), Dirsmith dan Covaleski (1985), dan
McNair (1991) menemukan faktor yang memengaruhi persepsi keseriusan masalah. Hooks et
al. (1994) merangkum temuan penelitian whistleblowing dan menyarankan bahwa pengaruh
sosial seperti norma kelompok dan toleransi organisasi untuk melakukan kesalahan dapat
memainkan peran dalam persepsi individu tentang keseriusan tindakan tidak etis. Demikian
pula, budaya organisasi dalam kantor akuntan publik dapat mempengaruhi persepsi keseriusan
(Dirsmith & Covaleski, 1985; McNair, 1991). Blaise & Walfried (2013) menunjukkan bahwa
tanggungjawab untuk melaporkan secara positif dipengaruhi oleh tingkat idealisme pribadi
seseorang. Tanggung jawab untuk melaporkan secara signifikan mempengaruhi niat
whistleblowing dan persepsi keseriusan masalah memengaruhi whistleblowing secara tidak
langsung melalui perasaan tanggung jawab untuk melaporkan.

Model Graham (1986) mengusulkan bahwa persepsi keseriusan masalah mempengaruhi
pelaporan kesalahan. Graham (1986) menyatakan bahwa persepsi keseriusan masalah
berkaitan dengan penilaian individu terhadap tingkat keparahan tindakan meragukan yang
diamati. Persepsi keseriusan masalah dievaluasi berdasarkan karakteristik masalah, potensi
bahaya dan hasil negatif (Curtis, 2006). Persepsi keseriusan masalah mirip dengan teori
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intensitas  moral (Jones, 1991) yang mengusulkan bahwa besarnya konsekuensi
mempengaruhi pengambilan keputusan etis individu. Persepsi keseriusan masalah juga dapat
disamakan dengan konsep materialitas, yang mempengaruhi penilaian karyawan akuntansi
dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian pertama
adalah:

H1: Persepsi keseriusan masalah berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing

b) Personal Responsibility for Reporting

Persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan adalah komponen kedua dari model
Graham (1986). Rasa tanggung jawab sosial pribadi adalah hasil dari perkembangan moral
kognitif dan pembelajaran sosial (Graham, 1986). Ini dapat dipertahankan dengan
internalisasi etika profesional tanggung jawab sosial (Graham, 1986). Jumlah pengamat lain
dan sejauh mana paparan terhadap masalah prinsip keduanya cenderung mengurangi
tanggung jawab pribadi (Graham, 1986). Juga, whistleblowing kadang-kadang ditentukan
sebagai bagian dari tanggung jawab peran individu (Miceli dan Near, 1984). Brabeck (1984)
telah mendukung bahwa whistleblower internal (whistleblower yang menggunakan saluran
organisasi internal) memang memiliki tingkat penalaran moral yang lebih tinggi daripada
pengamat yang tidak aktif. Riset Alleyne, Wayne, Broome & Amanda (2017) menunjukkan
bahwa tanggung jawab pribadi dan biaya pribadi ketika melaporkan secara signifikan
memengaruhi niat whistleblowing internal, sedangkan biaya pribadi memengaruhi niat
whistleblowing eksternal.

Model Graham (1986) mengusulkan konsep tanggung jawab pribadi memiliki pengaruh
pada pelaporan kesalahan. Tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berasal dari tanggung
jawab yang ditentukan individu untuk melaporkan tindakan meragukan yang diamati (Kaplan
dan Whitecotton, 2001). Hal ini diyakini bahwa individu yang mengamati kesalahan dapat
didorong untuk melaporkan kejadian berdasarkan pada beberapa rasa kewajiban moral atau
bagian dari deskripsi pekerjaan seseorang atau tanggung jawab peran (Curtis, 2006).

Kaplan dan Whitecotton (2001) menemukan hubungan yang kuat dan positif antara
tanggung jawab pribadi untuk melaporkan dan mengaudit niat senior untuk melaporkan
tindakan yang dapat dipertanyakan. Dalam sebuah penelitian terhadap mahasiswa akuntansi
tingkat senior, Curtis (2006) melaporkan hubungan yang kuat dan positif antara tanggung
jawab pribadi yang dirasakan dan melaporkan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut maka
hipotesis penelitian yang kedua adalah:

H2: Persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berpengaruh positif terhadap
niat whistleblowing

c) Personal Cost of Reporting

Komponen ketiga dan terakhir dari model Graham (1986) adalah biaya pribadi ketika
melaporkan. Biaya pribadi utama adalah risiko pembalasan dari orang-orang di organisasi
yang menentang tindakan pelaporan (Graham, 1986, hal. 41). Budaya organisasi yang
mendorong inovasi peran, pemikiran dan tindakan independen, partisipasi luas, dan termasuk
asumsi epistemologis yang mendukung eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan akan
mengurangi risiko pembalasan yang dirasakan (Graham, 1986). Lebih konkret, biaya pribadi
berkurang di mana bantuan dalam persiapan dan presentasi argumen kritis disediakan dalam
mekanisme perbedaan pendapat formal dan di mana jaminan terhadap pembalasan juga ada
(Graham, 1986). Mendukung pendapat Graham, Ponemon (1994) mengemukakan bahwa,
sifat dan tingkat pembalasan atau sanksi yang dijatuhkan oleh manajemen atau rekan kerja
terhadap pelapor mungkin merupakan penentu paling signifikan terhadap keputusan calon
pelapor dalam menyampaikan kesalahan organisasi (Ponemon, 1994).

Graham (1986) mengusulkan bahwa biaya pribadi ketika melaporkan mempengaruhi niat
whistleblowing. Biaya pribadi mengacu pada konsekuensi negatif (misalnya risiko
pembalasan dari rekan kerja dan manajemen) yang mungkin dihadapi seseorang ketika
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melaporkan tindakan meragukan yang diamati (Graham, 1986; Ponemon, 1994). Luas dan
sifat biaya pribadi seperti sanksi dan pembalasan dari manajemen dan rekan dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari para pelapor potensial (Ponemon, 1994;
Alleyne et al., 2013). Penelitian sebelumnya telah menemukan dukungan untuk pengaruh
biaya pribadi pada niat whistleblowing, di mana niat pelaporan individu diturunkan ketika
biaya pribadi yang dirasakan tinggi (Schultz et al., 1993; Kaplan dan Whitecotton, 2001;
Curtis, 2006). Persepsi biaya pribadi dari whistleblowing juga tergantung pada faktor-faktor
yang berkaitan dengan kemungkinan reaksi manajerial (Miceli et al., 2008). Berdasarkan
uraian tersbut maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Persepsi biaya pribadi ketika melaporkan berpengaruh negatif terhadap niat
whistleblowing

3. MODEL PENELITIAN

PERCEIVED SERIOUSNESS

PERSONAL RESPONSIBILITY FOR
REPORTING

A

WHISTLEBLOWING INTENTIONS

PERSONAL COST OF REPORTING

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji
hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel dalam penelitian
ini adalah Karyawan Akuntansi Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Sleman. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah convinience sampling. Jumlah
minimum sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 5 sampai dengan 10 kali dari
jumlah variabel penelitian (Hair et al, 2010). Jadi perhitungan jumlah minimum sampel yang
dibutuhkan untuk penelitian ini minimum sampel yaitu 40 sampel (4x10).

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik kuesioner
dilakukan untuk mendapatkan data primer dari para responden karyawan akuntansi Bank
Pengkreditan Rakyat di kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data dilakukan melalui
pembuatan kuesioner yang didistribusikan ke berbagai BPR di wilayah Kabupaten Sleman.
Kuisioner terdiri dari beberapa bagian. Responden diminta untuk merefleksikan kegiatan
dalam organisasi mereka di mana mereka saat ini dipekerjakan ketika menjawab pertanyaan.
Bagian pertama adalah mengenai data pribadi responden yang dikumpulkan seperti gender,
usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Bagian kedua adalah beberapa indikator
untuk menguji variabel penelitian dengan skala Likert yang dimodifikasi tanpa pilihan netral
untuk menghindari jawaban atau sikap yang ragu-ragu. Jawaban yang diberikan pada setiap
indikator dari 1 dengan tanggapan Sangat Tidak Setuju (STS) sampai 4 dengan tanggapan
Sangat Setuju (SS).
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Data penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Metode deskriptif
ialah metode analisis untuk menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk
membuat kesimpulan yang luas (Sugiyono, 2014). Metode ini dilakukan untuk memastikan
dan menggambarkan karakteristik variabel dalam sebuah situasi (Sekaran, 2003) dan
karakteristik responden dalam penelitian. Sementara untuk pengujian hipotesis menggunakan
Structural Equation Model (SEM) dengan alat ukur Partial Least Square (PLS). Menurut
Wold dalam buku Ghozali (2014), Analisis PLS-SEM melalui dua tahap, yaitu pertama,
model pengukuran (Outer Model) yaitu mengukur apakah observed variable merepresentasi
variabel laten untuk diukur. Kedua, model struktural (Inner Model) yaitu mengukur kekuatan
estimasi antar variabel laten.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dari penelitian ini adalah karyawan akuntansi yang bekerja di BPR se-
kabupaten Sleman sebanyak 61 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini
menjelaskan profil responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir,
pengalaman kerja, dan jabatan, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Responden
Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 21 34%
Perempuan 40 66%
Jumlah 61 100%
Usia Jumlah Persentase
< 30 tahun 33 54%
30-40 tahun 24 39%
> 40 tahun 4 7%
Jumlah 61 100%
Pendidikan Jumlah Persentase
SMA 0 0%
S1 61 100%
S2 0 0%
S3 0 0%
Lainya 0 0%
Jumlah 61 100%
Pengalaman Kerja Jumlah Persentase
< 5 tahun 41 67%
5-10 tahun 18 30%
> 10 tahun 2 3%
Jumlah 61 100%

Sumber: data primer, diolah 2019

4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Stan_da_r
Deviasi
Niat Whistleblowing 61 2.28 4 3.22 0.61
Personal Cost 61 1 4 2.52 0.94

Seriousness 61 1 4 2.67 0.63
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Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Stan_da_r
Deviasi
Responsibility 61 2 4 2,78 0.33

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel penelitian yang ditunjukkan pada tabel di atas
menunjukkan variabel niat whistleblowing rata-rata memiliki penilaian tinggi dengan nilai
sebesar 3.22 dan standar deviasi 0.61. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diinterpretasikan
bahwa rata-rata responden menilai sangat setuju terhadap variabel niat whistleblowing.
Sementara, nilai standar deviasi dapat diintepretasikan bahwa ukuran penyebaran data
variabel niat whistleblowing sebesar 0.61 dari 62 responden. Untuk variabel personal cost
rata-rata memiliki penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2.52 dan standar deviasi 0.94.
Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diintepretasikan bahwa rata-rata responden menilai
setuju terhadap variabel personal cost. Sementara, nilai standar deviasi dapat diintepretasikan
bahwa ukuran penyebaran data variabel personal cost sebesar 0.94 dari 62 responden. Adapun
variabel seriousness rata-rata memiliki penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2.67 dan
standar deviasi 0.63. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diintepretasikan bahwa rata-rata
responden menilai setuju terhadap variabel seriousness. Sementara, nilai standar deviasi dapat
diintepretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel seriousness sebesar 0.63 dari 62
responden. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel responsibility rata-rata memiliki
penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2,78 dan standar deviasi 0.33. Berdasarkan nilai
rata-rata maka dapat diintepretasikan bahwa rata-rata responden menilai setuju terhadap
variabel responsibility. Sementara, nilai standar deviasi dapat diintepretasikan bahwa ukuran
penyebaran data variabel responsibility sebesar 0.33 dari 61 responden.

4.2 Hasil Uji Model Pegukuran (Outer Model)

Analisis menggunakan PLS dilakukan melalui dua tahap yaitu uji model pengukuran dan
uji model struktural. Pada uji model pengukuran terdiri dari dua tahapan, yaitu menguji
validitas dan menguji reliabilitas. Uji validitas konstruk dengan PLS dilakukan dengan
analisis validitas konvergen dan validitas diskriminan (Ghozali, 2014). Validitas konvergen
dari model pengukuran dengan indikator refleksi dapat dilihat dari nilai AVE. Semua variable
penelitian ini menunjukkan validitas konvergen yang baik karena semua nilai AVE lebih dari
0.5.

Tabel 4.3
Nilai AVE
Variabel AVE Keterangan
Niat Whistleblowing (N) 0.539 valid
Personal Cost (P) 0.527 valid
Seriousness (S) 0.724 valid
Responsibility (R) 0.638 valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Validitas diskriminan indikator refleksi dapat dilihat dengan membandingkan akar kuadrat dari
AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam
model. Dikatakan memiliki validitas diskriminan baik jika nilai akar AVE untuk setiap konstruk
lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Ghozali, 2014). Hasil uji
validitas diskriminasi disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Nilai Corelations of Latent Variable (Fornell-Larcker Criterion)
ATB BI FR PBC Keterangan
N 0.734 Valid
P -0.492 0.726 Valid
R 0.496 -0.415 0.851 Valid
S -0.191 0.505 -0.223 0.799 Valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 3 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE pada seluruh
konstruk lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk. Sebagai contoh, pada konstruk niat
whistleblowing memiliki nilai AVE 0.539 dan akar AVE 0.734. Nilai akar AVE ini lebih
tinggi dibandingkan koefisien korelasi pada variabel niat whistleblowing yang memiliki
rentang nilai antara -0.492 sampai -0.191. Dapat disimpulkan, variabel niat whistleblowing
memiliki tingkat validitas diskriminasi yang baik dan dinyatakan valid. Demikian juga untuk
variabel yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini
memiliki validitas cukup tinggi.

4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Berikut nilai composite reliability dan cronbach alpha disajikan pada tabel 5 berikut ini
Tabel 5. Nilai Composite Reliability dan Cronbach Alpha
Cronbach’s Composite

Variabel Alpha Reliability Keterangan
Niat Whistleblowing (N) 0.853 0.889 Reliabel
Personal Cost (P) 0.842 0.884 Reliabel
Seriousness (S) 0.804 0.886 Reliabel
Responsibility (R) 0.889 0.894 Reliabel

Sumber: data primer, diolah 2019

Hasil dari composite reliability dan cronbach alpha pada tabel 5 yang dihasilkan semua
konstruk sangat baik, yaitu di atas 0.70. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator
konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

4.4 Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)
4.4.1 Goodness-fit model

Pengujian goodness-fit model diuji dengan melihat hasil nilai R-square. Hasil olah data
menunjukkan bahwa terdapat satu nilai R-square yang ada dalam penelitian ini yaitu nilai R-
square dari variabel Niat Whistleblowing (N), dimana nilai R-square yang didapat yaitu
sebesar 0.350 atau tergolong lemah. Artinya bahwa varians dari variabel Niat Whistleblowing
(N) mampu dijelaskan oleh variabel dalam model sebesar 35% dan selebihnya dijelaskan oleh
variabel lain diluar model.
4.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian selanjutnya ialah dengan melihat signifikansi pengaruh antar variabel pada

path coefficeints. Hasil dari pengolahan data disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Path Coeffisiens

Original T Statistics
Hipotesis Sa(rgg))le ((O/STDEV]) P Values Keterangan
1 0,083 0.668 0,505 Tidak diterima
2 0,354 3.031 0,003 Diterima
3 -0.387 2.899 0,004 Diterima

Sumber: data primer, diolah 2019
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Hasil uji pada tabel 6 pengujian inner model menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis
diterima dengan nilai p-values < 0.05. Dapat dilihat dari perhitungan p-values tersebut bahwa
hipotesis personal cost dan resposibility terhadap niat whistleblowing memiliki nilai yaitu
0.004 dan 0.003 yang berarti memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, terdapat satu
hipotesis yang tidak diterima karena nilai p-values > 0.05, variabel tersebut ialah seriousness.
Pada hasil path coefficients menunjukkan pengaruh persepsi keseriusan masalah terhadap niat
whistleblowing memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.083, nilai ini berarti variabel
terdapat pengaruh yang positif dan nilai p-values sebesar 0.505 > 0.05 menunjukkan hasil
yang tidak signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel persepsi keseriusan masalah tidak
memiliki pengaruh terhadap niat whistleblowing.

Dalam penelitian ini hipotesis pertama ditolak. Persepsi keseriusan masalah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap niat whistleblowing. Hal ini berdasarkan nilai
koefisien parameter sebesar 0.083 dan nilai p-values sebesar 0.505 > 0.05. Artinya persepsi
responden mengenai keseriusan masalah yang terjadi tidak mempengaruhi niat responden
tersebut untuk melakukan whistleblowing. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa bahwa persepsi kerseriusan masalah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap niat whistleblowing. Seperti yang disarankan oleh
Kaplan dan Whitecotton (2001), karakterisasi keseriusan cenderung ambigu. Oleh karena itu,
keseriusan yang dirasakan dapat berbeda tergantung pada responden dan dengan ekstensi,
dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya. Keseriusan itu sendiri mungkin tidak cukup
mempengaruhi niat whistleblowing seseorang, karena pengaruh faktor-faktor seperti norma
kelompok dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang
keseriusan masalah (Hooks et al., 1994; Kaplan dan Whitecotton, 2001; Curtis, 2006).

Sementara pada hasil path coefficients menunjukkan pengaruh persepsi tanggung jawab
pribadi untuk melaporkan terhadap niat whistleblowing memiliki nilai koefisien parameter
sebesar 0.354, nilai ini berarti variabel terdapat pengaruh yang positif dan nilai p-values
sebesar 0.003 < 0.05 menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel
persepsi tamggung jawab pribadi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat
whistleblowing. Hasil pengujian hiptetsis diterima. Artinya, persepsi tanggung jawab pribadi
berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing. Hipotesis ini didukung dengan
nilai koefisien parameter sebesar 0.354 dan nilai p-values sebesar 0.003 < 0.05. Hipotesis
kedua mennjukkan bahwa semakin tinggi persepsi tanggung jawab pribadi seseorang maka
semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. Hasil tersebut sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa bahwa
persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berpengaruh positif signifikan terhadap
niat whistleblowing. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Schultz et al. (1993), Kaplan dan
Whitecotton (2001) dan Curtis (2006). Dapat dikatakan bahwa, responden menyadari akan
tanggung jawab pribadi mereka untuk melaporkan pelanggaran didalam perusahaan dan
berusaha untuk tidak menghindari atau mengabaikan bukti pelanggaran tersebut.

Demikian juga dengan hasil path coefficients menunjukkan pengaruh persepsi biaya
pribadi ketika melaporkan terhadap niat whistleblowing memiliki nilai koefisien parameter
sebesar -0.387, nilai ini berarti variabel terdapat pengaruh yang negatif dan nilai p-values
sebesar 0.004 < 0.05 menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel
persepsi biaya pribadi ketika melaporkan memiliki pengaruh negatif siginifikan terhadap niat
whistleblowing. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi biaya pribadi ketika
melaporkan berpengaruh negatif terhadap niat whistleblowing (nilai koefisien parameter
sebesar -0.387 dan nilai p-values sebesar 0.004 < 0.05). Hasil ini dapat diintepretasikan
bahwa semakin tinggi persepsi biaya pribadi ketika melaporkan maka akan mengurangi niat
seseorang untuk melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa biaya pribadi secara signifikan
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mempengaruhi niat whistleblowing. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
menyoroti bahwa biaya pribadi yang tinggi dapat menghasilkan niat whistleblowing yang
lebih rendah (Graham, 1986; Schultz et al., 1993; Kaplan dan Whitecotton, 2001; Curtis,
2006). Dalam contoh ini, karyawan akuntansi takut menjadi korban, diejek, dilecehkan atau
diintimidasi oleh orang yang melakukan kesalahan dalam manajemen.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis kedua dan ketiga didukung. Adapun hipotesis
pertama ditolak. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan seperti penggunaan teknik
convinience sampling diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik sampling
yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas. Penggunaan Kkuesioner hanya
menggambarkan pendapat karyawan akuntansi terhadap niat mereka untuk melakukan
whistlelowing. Peneliti tidak dapat melihat niat yang sebenarnya dari responden. Triangulasi
pengambilan data dapat digunakan untuk memberikan gambaran penelitian lebih jelas.
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